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salinan 

P U T U S A N 

Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pra 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

PENGADILAN AGAMA PRAYA 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: 

Xxxx, umur 43 tahun, NIK xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat 

kediaman di xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon; 

melawan 

Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 

tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Lombok 

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya 

disebut sebagai Termohon;   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

5 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu dengan register perkara 

Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, sebagaimana 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 26 Oktober 

2010; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah di karuniai 3 anak 

yang bernama : 

- xxxx usia 13 tahun;   

- xxxx usia 9 tahun;   

- xxx usia 6 tahun; 

3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

tidak harmonis disebabkan karena : 

 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan 

 Bahwa Termohon setiap kali diberikan nafkah berupa uang, 

Termohon merasa kurang 

 Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur mengenai masalah 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

 Bahwa Pemohon seringkali menasheti Termohon untuk merubah 

sikap, tetapi Termohon marah-marah dan tidak terima dinasehati 

oleh Pemohon 

 Bahwa, puncaknya pada bulan April 2017 terjadi perselishian dan 

pertengkaran disebabkan karena terlalu sering mengulangi 

kesalahan yang sama, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi 

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan 

ketentuan syara’, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada 

Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000 serta mut’ah sebagai 

penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 50.000; 

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon 

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon 

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 
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6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer :  

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;  

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum 

ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: 

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000 

- Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.  

Subsidair :  

   apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, 

Mohon Putusan yang seadil-adil nya.  

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang 

menghadap  di  persidangan  dan  tidak menyuruh orang lain untuk datang 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 

213/Pdt.G/2025/PA.Pra serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya 

mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan 

Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon serta memberikan saran-saran agar 

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa,   selanjutnya  pemeriksaan   dimulai  dengan   membacakan  

surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh 

Pemohon dengan pencabutan petitum angka 3;  

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon 
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tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai 

pengesahan perkawinan dan perceraian, maka kepada Pemohon tetap 

dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut: 

A. Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 26 Oktober 

2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.  Bukti Saksi: 

1. xxxxxxxi, tempat dan tanggal lahir Praya, 5 Januari 1945, agama 

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, 

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, dan 

mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik 

saja, akan tetapi sejak Tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

Termohon merasa kurang setiap kali diberikan nafkah berupa 

uang dan orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah 

tangga Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman 

lain; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar; 
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal 

Tahun 2017 sampai sekarang; 

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, 

pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar 

dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

2. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 20 Februari 

1967, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri; 

- Bahwa Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat, 

dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik 

saja, akan tetapi sejak Tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

Termohon merasa kurang setiap kali diberikan nafkah berupa 

uang dan orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah 

tangga Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon telah menikah dengan 

lelaki lain; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal 

sudah 7 tahun lebih tapi saksi tidak begitu ingat tahun tepatnya; 

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, 

pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar 

dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun 

lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan; 

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai 

dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; 

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam 

berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini 
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ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan 

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh 

karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan 

diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila 

memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan 

patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan 

Pengadilan. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang 

diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum 

perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena 

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2016, Pemohon memiliki legal standing mengajukan 

permohonan perceraian ini; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon 

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah 

sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin 

bercerai dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dengan Termohon, maka quod est Pasal 66 Ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 Ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi 

Hukum Islam, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan 

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan 

Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) 

angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016,  

maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute 

competentie); 

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah 

hukum Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 

mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon, dalam perkara ini 

yaitu di Pengadilan Agama Praya dan terhadap surat permohonan Pemohon, 

Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), maka 

Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara a quo (relative 

competentie); 

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg 

juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016 
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telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan 

saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya 

bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan 

Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah 

hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus dalam  rumah tangganya dengan Termohon 

dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Pemohon 

ingin bercerai dari Termohon; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa 

alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak 

melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang 

perkawinan (persoon recht), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil 

permohonannya;  

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa  untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta 

autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang 

telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai 

dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti 
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surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat 

(bindende) sehingga Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai     

alat bukti yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan akta 

autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh 

Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti 

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut 

telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 

dan 301 Ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan sempurna (volledig 

bewijskracht) oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan 

Termohon adalah suami istri yang sah; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon 

adalah Japri Karim bin Masrip dan Suntana Mawardi bin H. Muhalim. Kedua 

orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai 

ketentuan Pasal 171 R.Bg; 

Menimbang, bahwa  kedua  saksi  Pemohon  adalah  orang  yang  sudah 

dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, 

sehingga memenuhi syarat  formal sebagaimana  diatur dalam Pasal 172 ayat 1 

angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang 

dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu 

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 

309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Fakta Hukum 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan 

dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta di muka persidangan yaitu: 

 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah 

sejak tanggal 06 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

 Bahwa sejak Tahun Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa 

kurang setiap kali diberikan nafkah berupa uang dan orangtua Termohon 

sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan 

saat ini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman lain;  

 Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 

Tahun 2017; 

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil; 

Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah 

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk 

mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang 

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan 

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup 

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan 

telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975”; 

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur 
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perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa 

unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini 

sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah 

pecah atau terlepas dari sendi-sendinya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam 

membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan 

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah 

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon 

dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina 

rumah tangga bersama; 

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki 

dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII 

halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat 

Majelis Hakim, yang menyebutkan: 

 

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan 
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga 
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi 
petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh 
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal 
tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan permohonan kepada Hakim 
(Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) 
permohonannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri 
tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, 
maka permohonan tersebut ditolak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-

pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti 

Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar hingga 

keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Tahun 2017, maka patut disimpulkan 
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bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari 

Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila 

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan 

demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan 

Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) juncto pasal 27 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon 

dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan 

atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi 

Hukum Islam, petitum Pemohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan 

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, 

berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan 

izin cerai a quo berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing 

Pemohon dan Termohon;   

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka segala biaya yang 

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah); 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1446 Hijriah, oleh Ahyaril Nurin 

Gausia, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. 

dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui aplikasi e-court 

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari  itu juga oleh Ketua Majelis 

beserta para Hakim Anggota tersebut dan Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya 

Termohon. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. 

Ketua Majelis 

 

ttd 

 

Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. 

Hakim Anggota 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 213/Pdt.G/2025/PA.Pra 
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Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. 

 Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Yuni Hidayat Sahidin, S.H. 

Perincian biaya : 

1. PNBP:    

 a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 

 b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00 

 c. Redaksi : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,00 

4. Meterai : Rp 10.000,00 

Jumlah : Rp 202.000,00 

                     (dua ratus dua ribu rupiah) 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


